PERATURAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR .. Z.....TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka untuk memperoleh perencanaan
program yang memiliki keterkaitan antara dokumen
perencanaan, monitoring dan evaluasi serta
perencanaan pada siklus berikutnya, diperlukan suatu
sistem yang mengatur tentang perencanaan di
lingkungan BKKBN;

bahwa dalam rangka melaksanakan pendekatan sistem
penganggaran yang terdiri atas penganggaran terpadu,
penganggaran  berbasis  kinerja dan  kerangka
pengeluaran jangka menengah, diperlukan suatu sistem
yang mengatur tentang penganggaran di lingkungan
BKKBN;

bahwa dalam rangka memetakan keterkaitan antara
peta strategi dan kinerja dalam proses perencanaan,
diperlukan sistem yang mengatur hubungan antara
keduanya yang terintegrasi dalam sistem perencanaan
secara keseluruhan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga di lingkungan
Badan Kependudukan dan Keluarga Bercncana
Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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S'J]

10.

L1,

12.

13.

14-.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 23);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 995);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK. 06/2014
tentang Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
991);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahaan Rencana
Kerja dan Anggaran Xementerian/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga
Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1441);
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Menetapkan

15. Peraturan Kepala Badan Kepcndudukan dan Keluarga

16.

Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/54/2014
Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DBADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA TENTANG SISTEM PERENCANAAN
DAN  PENGANGGARAN PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

k.

10.

114

12,

13.

14.

15.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. .

Penganggaran adalah kegiatan mengalokasikan sumberdaya untuk
mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu.

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga di lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya
disingkat dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program KKBPK
di lingkungan BKKBN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dan
penganggaran program KKBPK untuk menghasilkan rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan olech Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya
disingkat dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian
yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang
kesehatan.

Perwakilan BKKBN Provinsi adalah lembaga yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya
disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan untuk periode S (lima)
tahun.

Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen
perencanaan BKKBN untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
atau Renja, adalah dokumen perencanaan BKKBN untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran, vang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen rencana keuangan tahunan BKKBN yang disusun menurut
bagian anggaran BKKBN.

Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada
BKKBN sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

Pagu anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasi kepada
BKKBN dalam rangka penyusunan RKA.

Alokasi anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengecluaran yang
dialokasikan berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang
dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan
APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai
acuan pengguna anggaran dalam meclaksanakan kegiatan pemerintahan
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16.

17.

18.

19.

20.

o
—t

22.

23.

24,

23.

26.

27.

28.

29,

30.

sebagai pclaksanaan anggaran pendapatan belanja negara yang disusun
oleh PA/KPA.

Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Kepala
BKKBN sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di
BKKBN.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab PA.

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang dipimpin oleh
Sekretaris Utama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BKKBN vang mempunyali tugas meclaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan BKKBN.

Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang dipimpin oleh Inspektur
Utama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN
yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
BKKBN.

Biro Perencanaan adalah salah satu Biro di lingkup Sekretariat Utama vang
mempunyal tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana
program dan anggaran, pengembangan manajemen kmerjd serta analisis
dan evaluasi perencanaan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Utama atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern yang beranggung jawab langsung kepada
Kepala BKKBN.

Perencana komponen adalah pejabat yang bertugas mengkoordinasikan
dan menyusun rancangan Balance scorecard, Renstira, Struktur Program
dan Anggaran dan RKA-K/L lingkup unit kerja eselon Il tempatnya bertugas
vang ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Utama.

Satuan kerja, yang selanjuinya disingkat dengan satker adalah bagian dari
suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani APBN.
Kontrasepsi modern adalah kontrasepsi yang mencakup penggunaan alat
dan obat kontrasepsi scperti Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR); Alat
Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), pil, kondom dan suntik.

Pinjaman adalah pembiayaan melalui hutang yang diperoleh pemerintah
baik dari pemberi pinjaman dalam negeri maupun pemberi pinjaman luar
negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk
surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang
dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh
dari pemberi hibah dalam negeri maupun luar negeri yang tidak perlu
dibayar kembali-

Pemberi hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar
negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.

Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya
disingkat dengan DRPLN-JM, adalah daftar rencana kegiatan yang layak
dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah.
Daftar Rencana  Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat
dengan DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai
dengan hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi
Hibah.

Dana Alokasi Khusus sub bidang KB, selanjutnya disingkat DAK sub
bidang KB adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

(1)
(2)

(3)
(4)

mendanai kegiatan program KKBPK khususnya yang merupakan urusan
Dacrah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Tim Pengendali DAK adalah Tim yang bertugas untuk memfasilitasi
kebutuhan, meningkatkan pemanfaatan serta memantau pelaksanaan DAK
di Kabupaten/Kota yang dibentuk di BKKBN dan Perwakilan BKKBN
Provinsi serta melibatkan unit kerja yang terkait.

Balance scorecard, yang selanjutnya disingkat dengan BSC adalah suatu
sistem manajemen strategis yang secara komprehensif dapat memberikan
pemahaman tentang kinerja organisasi dari empat perspektif, yaitu
perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses
pembelajaran dan pertumbuhan.

Sasaran strategis adalah pernyataan tentang yang ingin dicapai (Sasaran
Strategis bersifat outcome) atau apa saja yang ingin dilakukan (Sasaran
Strategis bersifat proses) atau apa yang seharusnya dimiliki (Sasaran
Strategis yang bersifat input).

Peta strategi adalah suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan
sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat
yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.
Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah
ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana
suatu unit kerja eselon I telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang
telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah
indikator yang memberikan informasi sejauh mana suatu unit kerja eselon
II telah berhasil mewujudkan sasaran strategis unit kerja eselon II.
Inisiatif strategis adalah suatu kegiatan atau beberapa langkah kegiatan
yang digunakan scbagai cara untuk mencapai target IKU dan ditetapkan
selama satu tahun ke depan.

Kontrak kinerja adalah perjanjian pencapaian kinerja program KKBPK
antara Kepala BKKBN dengan unit kerja eselon II BKKBN dan Kepala
Perwakilan BKKBN provinsi pada satu tahun berikutnya.

Quality Performance Report, yang selanjutnya disingkat dengan QPR adalah
aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang bekerja secara online
dan berfungsi untuk memonitor, mengukur dan mengevaluasi pencapaian
kinerja BKKBN.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Pembangunan Program KKBPK diselenggarakan berdasarkan arah
kebijakan dan strategi pembangunan nasional.
Perencanaan dan penganggaran Program KKBPK disusun dengan
pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program)
melalui penganggaran berbasis kinerja.
Perencanaan dan penganggaran Program KKBPK diselenggarakan
berdasarkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratil dan Spasial;
Sistem perencanaan dan penganggaran Program KKBPK di lingkungan
BKKBN bertujuan untuk:
a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar
unit kerja di lingkungan BKKBN;
b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, scrta monitoring dan evaluasi;
c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan
efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
(1) Ruang lingkup Peraturan Kepala ini terdiri atas
a. Perencanaan dan penganggaran Program KKBPK mencakup
penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran secara makro di unit
kerja eselon I dan 1I;
Data Basis;
Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM);
Harga Satuan Pokok Kegiatan;
Pinjaman dan Hibah;
Dana Alokasi Khusus.
(2) Perencanaan dan pcenganggaran Program KKBPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menghasilkan:
Balance Score Card,
Rencana Strategis;
Rencana kerja;
Struktur Program dan Anggaran (SPA);
Rencana Kerja dan Anggaran; dan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

28

SRE-NER

Pasal 4
BSC memuat peta strategi, indikator kinerja, target capaian, pembobotan,
kontrak kinerja, dan inisiatif strategis sebagai alat strategi manajemen yang

menerjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis program KKBPK yang tertuang
dalam renstra BKKBN.

Pasal 5
Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
penyelenggaran Program KKBPK sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN dan
Perwakilan BKKBN Provinsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan
bersifat indikatif.

Pasal 6
Renja adalah dokumen perencanaan tahunan vang merupakan penjabaran dari
rencana strategis serta disusun mengacu pada tema RKP tahun wyang
direncanakan.

Pasal 7
SPA disusun dengan berpedoman pada Renja, mengacu pada prioritas
pembangunan Nasional dan/atau prioritas BKKBN dan pagu indikatif, serta
memuat kebijakan, program, kegiatan prioritas, sasaran program, sasaran
kegiatan, indikator, lokasi dan unit kerja eselon Il sebagai penanggung jawab.

Pasal 8
RKA disusun dengan berpedoman pada pagu indikatif, pagu anggaran dan
alokasi anggaran.



BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 9

Tahapan perencanaan Program KKBPK meliputi:

G E R

penyusunan rencana;
penetapan rencana;

monitoring pelaksanaan rencana; dan
cvaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 10

Penyusunan BSC dilakukan melalui urutan:

a.
b.
&

penyiapan rancangan awal BSC;
pembahasan BSC;
penyiapan rancangan akhir program BSC.

Pasal 11

Sistem manajemen kinerja dengan pendekatan BSC meliputi lima tingkatan,
yaitu:

a.

b.

BKKBN-Wide untuk tingkatan lembaga sebagai personal scorecard Kepala
BKKBN;

BKKBN-One untuk tingkatan unit kerja eselon I sebagai personal scorecard
pimpinan unit kerja eselon I/Pimpinan Tinggi Madya;

BKKBN-Two untuk tingkatan unit kerja eselon II sebagai personal scorecard
pimpinan unit kerja eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama,;

BKKBN-Three untuk tingkatan unit kerja eselon III sebagai personal
scorecard pimpinan unit kerja eselon III/Pejabat Administrator;
BKKBN-Four untuk tingkatan unit kerja eselon IV sebagai personal
scorecard pimpinan unit kerja eselon IV/Pejabat Pengawas.

Pasal 12

Penyusunan renstra dan renja dilakukan melalui urutan:

a.
b.

C.

penyiapan rancangan awal rencana Program KKBPK;

pembahasan bersama lingkup BKKBN dan/atau sektor atau instansi
terkait;

penylapan rancangan akhir Program KKBPK.

Pasal 13

Penyusunan SPA dilakukan melalui urutan:

a.
b.

C.

penyampaian usulan SPA;
pembahasan SPA;
penyiapan rancangan akhir SPA.

Pasal 14

Penyusunan RKA dilakukan pada tingkat satker.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama
Balance Scorecard

Pasal 15

Penyusunan BSC dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
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a. setiap unit kerja eselon I dan II BKKBN menyampaikan usulan BSC yang
terdiri dari peta strategis, indikator kinerja dan target kinerja untuk kurun
waktu lima tahun kepada Biro Perencanaan, sebelum RPJMN baru dimulai;

b. Biro Perencanaan membentuk Tim BSC;

c. unit kerja eselon 1 dan II bersama Biro Perencanaan dan Tim BSC
melakukan pembahasan terhadap usulan yang diajukan;

d. pembahasan penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator dan
target secara vertikal dari level BKKBN Wide ke eselon I;

e. pembahasan penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator dan
target secara vertikal dari eselon I ke eselon II;

f.  kompilasi BSC level BKKBN Wide, level eselon [ dan level eselon II dilakukan
oleh Biro Perencanaan;

g. pemaparan hasil kompilasi BSC oleh Kepala Biro Perencanaan kepada
Kepala BKKBN bersama eselon [ dan IL

Pasal 16
BSC ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN.

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 17

Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. BKKBN menyampaikan rancangan awal Renstra kepada Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan
penelaahan berkaitan dengan batasan substansi, kesesuaian dengan
rancangan awal RPJMN, kesesuaian kerangka regulasi, kesesuaian
kerangka kelembagaan dan kebutuhan sumber daya.

Pasal 18
Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN.

Pasal 19
Renstra yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 18
disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya tiga bulan
setelah ditetapkannya RPJMN.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja

Pasal 20

(1) Rancangan Renja disampaikan oleh BKKBN kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan paling lambat
minggu kedua bulan April.

(2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri
Keuangan dan pimpinan BKKBN melakukan pertemuan tiga pihak dalam
rangka penelaahan rancangan Renja BKKBN.

(3) Penelaahan rancangan Renja BKKBN scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh:



a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terhadap
ketepatan sasaran rancangan Renja BKKBN dengan RKP;

b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian rancangan Renja BKKBN
dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara;

Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilakukan

terhadap program, kegiatan, keluaran (output), dan lokasi sampai dengan

kabupaten/kota;

Hasil penelaahan rancangan Renja BKKBN bersifat mengikat sebagai bahan

penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu.

Pasal 21

Renja ditetapkan melalui pengesahan dokumen Renja oleh Kepala BKKBN.

Bagian Keempat
Struktur Program Anggaran

Pasal 22

Penyusunan SPA dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a.

(1)

(2)

setiap unit kerja eselon II BKKBN menyampaikan usulan SPA tahun yang
direncanakan melalui sub-domain e-koren ke Biro Perencanaan pada
triwulan pertama tahun berjalan;

Biro Perencanaan dan unit kerja eselon II BKKBN pengusul melakukan
pembahasan terhadap usulan SPA yang diajukan;

tindak lanjut hasil pembahasan SPA dari masing-masing unit kerja esclon
II BKKBN diserahkan ke Biro Perencanaan melalui sub-domain e-koren;
Biro Perencanaan melakukan kompilasi SPA;

pembahasan SPA dengan seluruh unit kerja esclon 1.

Pasal 23
Usulan SPA sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf (a) telah termasuk
SPA Perwakilan BKKBN Provinsi yang diusulkan berdasarkan tugas pokok
dan fungsi dari unit kerja eselon II BKKBN.
Usulan SPA sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf (a) telah
mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya dan/
atau berjalan.

Pasal 24

SPA setiap unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi
ditetapkan melalui pengesahan oleh Sekretaris Utama.

(1)

(2)

Pasal 25
SPA sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 selanjutnya disampaikan
kepada seluruh unit kerja eselon 11 BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi
melalui sub-domain e-koren untuk dituangkan ke dalam RKA,;
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran antar
program, antar bidang, dan antara BKKBN dan Perwakilan BKKBN
Provinsi, dilakukan konsclidasi perencanaan (koren).

Pasal 26

(1) Alokasi anggaran dalam SPA memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. SPA untuk kegiatan prioritas;
b. perkiraan permintaan masyarakat;
¢. data basis;
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d. harga satuan pokok kegiatan;
e. standar biaya masukan;
f.  kebijakan dan kebutuhan lainnya.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
7 (tujuh) unit kerja eselon I BKKBN yang termasuk didalamnya kebutuhan
anggaran satker Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan struktur unit
kerja eselon I BKKBN, yaitu:

bidang pengendalian penduduk; :

bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

bidang advokasi, penggerakan dan informasi;

bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan,;

sekretariat utama; dan

inspektorat utama.

@ e Ao TP

Bagian Kelima
Rencana Kerja dan Anggaran

Paragraf 1
Penyusunan RKA

Pasal 27
Penyusunan RKA dengan aplikasi RKA-K/L-DIPA sebagaimana dimaksud pada
pasal 14, dilakukan oleh unit kerja eselon II melalui perencana komponen dan
Perwakilan BKKBN Provinsi berdasarkan SPA yang telah ditetapkan.

Pasal 28

(1) RKA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada pasal 27 discrahkan
kepada Sekretaris Utama cq. Biro Perencanaan untuk diteliti dan kepada
APIP untuk direviu, dengan melengkapi dokumen pendukung melalui sub
domain e-koren berupa:
a. kerangka acuan kerja;
b. rincian anggaran biaya;
c. dokumen rencana kebutuhan barang milik negara; dan
d. dokumen terkait lainnya.

(2) Penyusunan RKA yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Paragraf 2
Penelitian dan Reviu RKA

Pasal 29

Penelitian RKA sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) meliputi hal-hal

sebagai berikut:

a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran,
kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA sesuai dengan sasaran
kinerja dalam Renja dan RKP;

b. kesesuaian total pagu dalam RKA dengan pagu indikatif atau pagu
anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

c.  kesesuaian sumber dana dalam RKA dengan sumber dana yang ditetapkan
dalam pagu indikatif atau anggaran atau alokasi anggaran;

d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran pada tingkatan keluaran
kegiatan.
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Pasal 30

Reviu RKA sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) meliputi hal-hal
sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(1)

konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran,
kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA sesuai dengan sasaran
kinerja dalam Renja dan RKP;

kesesuaian total pagu dalam RKA dengan pagu indikatif atau pagu
anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dan Menteri PPN/Bappenas;

kesesuaian sumber dana dalam RKA dengan sumber dana yang ditetapkan
dalam pagu indikatif atau pagu anggaran atau alokasi anggaran;
kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran pada tingkatan keluaran
kegiatan.

Pasal 31

Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 29 huruf (d) dan pasal 30 huruf (d) mencakup
penerapan SBM, Standar Biaya Keluaran (SBK), HSPK, standar struktur
biaya; penggunaan akun; hal-hal yang dibatasi; pengalokasian anggaran
untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak,
pinjaman atau hibah luar negeri, pinjaman atau hibah dalam negeri, dan
surat berharga syariah negara; penganggaran badan pelayanan umum dan
kontrak tahun jamak.

Biro Perencanaan dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud
pada pasal 29 dan APIP dalam pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud
pada pasal 30, dapat didampingi oleh perwakilan pejabat administrator
perencana komponen dari masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 32
Hasil penelitian terhadap RKA disampaikan kepada APIP untuk direviu.
Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan kedalam
catatan hasil reviu.
APIP melalui Inspektorat Utama menyampaikan catatan hasil reviu kepada
unit kerja Eselon II dan Satker Perwakilan BKKBN Provinsi melalui
subdomain e-koren.
Unit kerja Eselon II dan Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian
terhadap RKA apabila diperlukan.
RKA yang telah diperbaiki dan/atau disesuaikan kemudian disampaikan
kepada Sckretaris Utama c.q. Biro Perencanaan untuk dihimpun.

Pasal 33
Catatan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 ditetapkan
oleh Inspektur Utama.
RKA yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 5
ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Paragraf 3
Penelaahan RKA

Pasal 34
Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan menyampaikan RKA vyang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 dalam bentuk Arsip Data
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(2)

(1)

(2)

(3)

Komputer (ADK) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas untuk dilakukan penelaahan.

Penyampaian ADK RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan paling sedikit dokumen sebagai berikut:

a. surat pengantar RKA yang ditandatangani oleh Kepala BKKBN atau
pejabat yang ditunjuk;

daftar rincian pagu anggaran per satker;

RKA satker; dan

Persetujuan DPR RI.

/oo

Pasal 35
RKA yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1)
selanjutnya dilakukan penelaahan antara BKKBN, Kementerian Keuangan
dan Kementerian Percncanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Dalam rangka pelaksanaan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di atas, BKKBN bertugas:
a. mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh Kementerian
Keuangan;
b. menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses
penelaahan; dan
c. memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti peneclahaan.
Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersifat
mengikat dan menjadi bahan pengesahan DIPA.

Pasal 36

Dalam hal proses validasi ADK RKA-K/L terdapat data yang tidak sesuai dengan
kaidah-kaidah sistem perbendaharaan dan anggaran negara, RKA dikembalikan
kepada satker penanggungjawab untuk dilakukan perbaikan.

(1)

(2)

BAB VI
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian kesatu
Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan DIPA induk

Pasal 37

BKKBN menyusun DIPA induk dengan menggunakan data yang berasal
dari RKA unit kerja eselon I yang telah disetujui oleh DPR RI dan telah
ditelaah bersama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal
Anggaran.

Kepala BKKBN dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Utama atau
pejabat eselon I atau pejabat lainnya sebagai pejabat penanda tangan DIPA
atas nama Kepala BKKBN.

Pasal 38
Pejabat penanda tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2)
meneliti kebenaran substansi DIPA induk yang disusun berdasarkan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

13



(2) DIPA induk yang telah ditandatangani disampaikan oleh Sekretaris Utama
cq. Biro Perencanaan kepada Menteri Kcuangan cq. Direktur Jenderal
Anggaran untuk dilakukan validasi sebelum mendapat pengesahan.

(3) Dalam hal DIPA yang disampaikan tidak lulus validasi, DIPA induk akan
dikembalikan ke BKKBN untuk diperbaiki.

(4) Sekretaris Utama cq. Biro Perencanaan mengkoordinasikan kepada unit
kerja eselon II dan/atau Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melakukan
perbaikan terhadap DIPA induk sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Paragraf 2
Penyusunan DIPA petikan

Pasal 39
BKKBN menyusun DIPA petikan dengan menggunakan data yang berasal dari
RKA satker yang telah disetujui oleh DPR Rl dan telah ditclaah bersama dengan
Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.

Bagian Kedua
Penyerahan DIPA

Pasal 40
(1) Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menyerahkan DIPA
induk BKKBN kepada Sekretaris Utama.
(2) Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menyerahkan
DIPA petikan kepada satker bersangkutan berupa hard copy dan kepada
Sekretaris Utama berupa soft copy.

Pasal 41

(1) Kepala BKKBN cqg. Sekretaris Utama menyerahkan DIPA induk kepada setiap
pejabat eselon 1.

(2) Kepala BKKBN cq. Sekretaris Utama menyerahkan DIPA petikan kepada
masing-masing penanggunggjawab satker bersangkutan.

(3) Penyerahan DIPA petikan untuk satker Perwakilan BKKBN Provinsi,
diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
setempat.

Bagian Ketiga
Perubahan DIPA

Pasal 42

(1) Dalam hal terdapat perubahan DIPA, BKKBN cq. Sekretaris Utama
melakukan pemutakhiran Renja setelah mendapat persetujuan dari
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri
Keuangan.

(2) Perubahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan
program, kegiatan, proyek prioritas, keluaran dan lokasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan DIPA diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 43
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